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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hak tersangka 

terhadap turunan berkas pemeriksaan dan peranan berkas peeriksaan atau 

turunan BAP oleh tersangka itu sendiri yaitu: 

1. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, catatan pemeriksaan 

dalam penanganan tindak pidana dapat menjadi alat bukti yang sah bagi 

hakim untuk menilai, sehingga pelaksanaan prosedur hak tersangka 

pemeriksaan turunan berkas dalam penanganan tindak pidana sangat tinggi. 

Ini penting. Terdakwa bersalah atau tidak, itu berdampak signifikan 

terhadap BAP selama persidangan. Dalam menyusun BAP, penyidik perlu 

mengetahui aturan-aturan yang harus ditaati. Sebab, pencabutan BAP sering 

terjadi karena penyidik tidak diharapkan mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Secara hukum.  

2. Implikasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan 

sebagian telah sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam KUHAP, namun 

masih ada beberapa hak-hak tersangka yang belum diberikan sesuai dengan 

ketetuan peraturan yang berlaku. Sementara dalam hal pemanggilan maupun 

penangkapan akan segera diperiksa oleh penyidik, dalam pemeriksaan 

tersangka diberitahukan oleh penyidik tentang tindak pidana yang 

disangkakan kepada tersangka. Hak mendapatkan turunan BAP oleh 
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tersangka atau penasehat hukum yang menjadi perbincangan dilingkungan 

masyarakat yang menganggap bahwa dalam hak ini penyidik melanggar dari 

ketentuan hak tersebut, bedasarkan wawancara dan observasi peneliti 

memang masih ada oknum penyidik yang dengan sengaja tidak memberikan 

turunan BAP kepada tersangka atau penasehat hukum Tindakan-tindakan 

yang dilakukan penyidik dalam melakukan memberikan turunan Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai (SOP) yang mempersulit penasehat 

hukum untuk mendapatkan turunan BAP tersebut. 

B. Saran  

1. Dalam mewujudkan implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan 

asas Praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, 

aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan haruslah menganggap 

seorang tersangka adalah tidak bersalah dengan demikian tindakan-tindakan 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini 

kepolisian sebagai penyidik akan terhindari sebab mereka masih 

menganggap tersangka belum dinyatakan bersalah.  

2. Bahwa implikasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tinggkat 

penyidikan yang dilakukan di Polresta Mataram. Seiring dengan semakin 

pentingnya Supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak yang 

dimiliki oleh manusia maka Implementasi hak-hak tersangka akan menjadi 

hal yang penting dan utama yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum 

khususnya dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan 

supaya penggunaan-penggunaan tekanan kekerasaan baik fisik maupun 
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mental terhindari. Pengakuan dari tersangka bukanlah suatu hal yang harus 

dikejar, tetapi dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat tersangka tidak 

bisa menghindar dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan 

oleh tersangka. 
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